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Abstract

Indonesia faces serious challenges in determining the direction of its economic development,
especially in relation to the nickel downstreaming policy that has shown negative impacts
on the environment and society. This paper reviews the importance of shifting economic
strategies from nickel downstreaming towards harnessing the vast potential of spices as a
more sustainable alternative. Using a policy analysis approach and case studies in several
regions in Eastern Indonesia, this research reveals how nickel downstreaming has damaged
ecosystems, caused deforestation, and threatened human rights and local livelihoods. As a
solution, the research proposes the development of spice downstreaming that not only
promises significant economic benefits but also supports environmental conservation. By
involving indigenous communities in natural resource management, Indonesia can reduce
carbon emissions, conserve biodiversity, and achieve inclusive sustainable development. The
conclusion of this study confirms that shifting the focus from nickel downstreaming to spice
trading will provide greater economic and environmental benefits for Indonesia, as well as
support the country's commitment to protecting the rights of indigenous peoples and
preserving nature.

Keywords: Climate Justice, Human Rights, Environmental Protection, Indigenous
Peoples' Rights, Nickel Downstream.
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Abstrak

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menentukan arah pembangunan ekonominya,
terutama terkait dengan kebijakan hilirisasi nikel yang telah menunjukkan dampak negatif
terhadap lingkungan dan masyarakat. Tulisan ini mengulas pentingnya pergeseran strategi
ekonomi dari hilirisasi nikel menuju pemanfaatan potensi besar rempah sebagai alternatif
yang lebih berkelanjutan. Dengan pendekatan analisis kebijakan dan studi kasus di beberapa
daerah di Indonesia Timur, penelitian ini mengungkap bagaimana hilirisasi nikel telah
merusak ekosistem, menyebabkan deforestasi, dan mengancam hak asasi manusia serta mata
pencaharian lokal. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan pengembangan hilirisasi
rempah yang tidak hanya menjanjikan manfaat ekonomi signifikan tetapi juga mendukung
pelestarian lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya
alam, Indonesia dapat mengurangi emisi karbon, melestarikan keanekaragaman hayati, dan
mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Kesimpulan dari penelitian ini
menegaskan bahwa pergeseran fokus dari hilirisasi nikel ke perdagangan rempah akan
memberikan keuntungan ekonomi dan lingkungan yang lebih besar bagi Indonesia, serta
mendukung komitmen negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan menjaga
kelestarian alam.

Kata Kunci: Keadilan Iklim, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Lingkungan, Hak
Masyarakat Adat, Hilirisasi Nikel

PENDAHULUAN

Di tengah ancaman krisis iklim yang
semakin nyata, dunia sedang bergerak
menuju fase baru di mana hak asasi manusia
(HAM) dan keadilan iklim menjadi isu
sentral dalam kebijakan global. Hubungan
antara perubahan iklim, hak asasi manusia,
dan keadilan sosial sangat kompleks dan
saling terkait. Perubahan iklim membawa
ancaman besar terhadap berbagai hak asasi
manusia, seperti hak atas hidup, kesehatan,
makanan, air, dan tempat tinggal. Dampak
lingkungan dari perubahan iklim—seperti

peningkatan suhu, kejadian cuaca ekstrem,

dan naiknya permukaan laut—dapat merusak
hak-hak ini dengan mempengaruhi akses
terhadap sumber daya dan layanan esensial.
Misalnya, kelangkaan makanan dan air dapat
menyebabkan malnutrisi  dan masalah
kesehatan, yang berdampak langsung pada
hak individu untuk kesehatan dan standar
hidup yang layak (Levy & Patz, 2015).
Dalam menangani perubahan iklim,
penting untuk fokus pada keadilan sosial dan
kesetaraan. Tinjauan ini menekankan bahwa
kebijakan dan tindakan iklim harus
mempertimbangkan hak asasi manusia untuk

memastikan bahwa populasi rentan tidak
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semakin  terpinggirkan. Ini  termasuk
penerapan strategi adaptasi dan mitigasi yang
melindungi  hak asasi manusia dan
mempromosikan keadilan sosial, sehingga
semua individu memiliki kesempatan untuk
berkembang meskipun menghadapi
tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan
iklim (Levy & Patz, 2015).

Tinjauan ini juga mengungkapkan
ketimpangan global dalam emisi gas rumah
kaca dan kapasitas untuk merespons
perubahan iklim. Negara-negara dengan
pendapatan tinggi, yang berkontribusi secara
signifikan terhadap emisi, sering kali kurang
terpengaruh  oleh  dampak  langsung
perubahan iklim dibandingkan dengan
negara-negara berpendapatan rendah yang
menghasilkan emisi minimal. Ketimpangan
ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai
tanggung jawab dan akuntabilitas dalam
menangani perubahan iklim, yang semakin
mengaitkan isu hak asasi manusia dan
keadilan sosial (Levy & Patz, 2015).

Maka dari itu, integrasi hak asasi
manusia dalam mekanisme pembangunan
berkelanjutan memiliki sejumlah manfaat
yang signifikan, terutama dalam konteks
Indonesia, di mana perlindungan lingkungan
dan keadilan iklim menjadi prioritas. Dengan
memasukkan perlindungan hak asasi
Sustainable

manusia, Development

Mechanism  (SDM) dapat mencegah
terjadinya hasil negatif dan pelanggaran hak
yang seringkali terkait dengan mekanisme
sebelumnya, seperti Clean Development
Mechanism (CDM) yang terlihat tidak terlalu
efektif di era modern ini (Calzadilla, 2018).

Perbedaan utama antara Sustainable
Development Mechanism (SDM) dan
Mekanisme Clean Development Mechanism
(CDM) terletak pada tujuan, cakupan, serta
integrasi  hak asasi manusia dalam
pelaksanaannya. CDM, yang diluncurkan
sebagai bagian dari Protokol Kyoto,
dirancang khusus untuk memungkinkan
negara-negara maju berinvestasi dalam
proyek pengurangan emisi di negara
berkembang dengan fokus utama pada
penerbitan kredit karbon untuk pengurangan
gas rumah kaca (Calzadilla, 2018). Tujuan
utamanya adalah  mencapai  mitigasi
perubahan iklim secara biaya-efektif sambil
mempromosikan pembangunan
berkelanjutan. Namun, CDM sering kali
menghadapi  kritik  karena  kurangnya
perhatian terhadap isu hak asasi manusia,
yang mengakibatkan dampak negatif
signifikan pada komunitas lokal dan
masyarakat adat  (Calzadilla, 2018).

Kelemahan ini menggarisbawahi pentingnya

menciptakan sistem yang lebih sensitif
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terhadap hak asasi manusia dalam upaya
mitigasi iklim.

Di sisi lain, SDM, yang didirikan di
bawah Perjanjian Paris, bertujuan untuk
membantu semua pihak dalam meningkatkan
tindakan mitigasi mereka sambil mendorong
pembangunan  berkelanjutan (Calzadilla,
2018). SDM dirancang untuk lebih inklusif
dan fleksibel dibandingkan dengan CDM,
memungkinkan partisipasi yang lebih luas
dan mencakup berbagai jenis proyek.
Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan CDM dengan
memasukkan pertimbangan hak asasi
manusia ke dalam kerangka operasionalnya.
Dengan demikian, SDM berupaya untuk
mencegah kesalahan yang sama yang terjadi
pada CDM dan memastikan bahwa hak asasi
manusia dihormati dalam setiap tindakan
terkait iklim (Calzadilla, 2018).

Kritik terhadap CDM juga mencakup
kegagalannya untuk secara memadai
merepresentasikan  kontribusi sosial dari
proyek-proyek yang diimplementasikan.
Fokus yang terlalu besar pada dimensi
ekonomi dan lingkungan menyebabkan
diabaikannya hak-hak sosial dari populasi
yang terkena dampak (Calzadilla, 2018).
Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk
belajar dari pengalaman ini dan memastikan

bahwa keadilan iklim dan hak asasi manusia

menjadi landasan dalam setiap langkah
menuju pembangunan berkelanjutan dan
perlindungan lingkungan. Dengan cara ini,
Indonesia dapat memastikan bahwa upaya
pembangunan tidak hanya berkelanjutan
secara ekologis tetapi juga adil secara sosial,
menciptakan

keseimbangan antara

pertumbuhan ekonomi, perlindungan
lingkungan, dan pemenuhan hak asasi
manusia.

Pengalaman dan pelajaran yang
diperoleh dari implementasi CDM menjadi
landasan bagi SDM, terutama dalam hal
penilaian hasil pembangunan berkelanjutan
dan integrasi perlindungan sosial serta
lingkungan (Calzadilla, 2018). Dengan
mengambil pelajaran dari kegagalan CDM,
SDM diharapkan dapat menciptakan sistem
yang lebih adil dan berkelanjutan, yang tidak
hanya fokus pada pengurangan emisi tetapi
juga pada perlindungan hak asasi manusia
dan  kesejahteraan ~ komunitas  yang
terdampak. Untuk Indonesia, hal ini menjadi
sangat relevan, mengingat pentingnya
memasukkan keadilan iklim dan hak asasi
manusia dalam setiap langkah menuju
pembangunan berkelanjutan dan
perlindungan lingkungan. Dengan cara ini,
Indonesia dapat memastikan bahwa upaya

mitigasi iklimnya tidak hanya efektif dalam

mengurangi emisi tetapi juga adil dan
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responsif terhadap kebutuhan sosial dan hak-
hak masyarakat.

Upaya ini memastikan bahwa proyek-
proyek yang dirancang untuk mengurangi
emisi tidak memperburuk masalah sosial dan
ekonomi yang sudah ada, terutama bagi
komunitas rentan yang sering kali menjadi
korban dari proyek-proyek tersebut. Selain
itu, dengan mempertimbangkan hak asasi
manusia, mekanisme ini dapat memperkuat
legitimasi dan membangun kepercayaan
masyarakat terhadap pasar karbon dan
inisiatif iklim, sehingga lebih dapat diterima
oleh komunitas lokal. Pendekatan ini dapat
meningkatkan partisipasi dan dukungan
terhadap upaya iklim yang ada, yang pada
gilirannya mempercepat pencapaian tujuan
keberlanjutan (Calzadilla, 2018).

Perubahan iklim tidak lagi dapat
dipandang sebagai masalah lingkungan
semata, melainkan sebagai ancaman serius
terhadap pemenuhan HAM, terutama bagi
kelompok-kelompok rentan seperti
masyarakat adat, perempuan, dan kaum
miskin (Calzadilla, 2018). Kelompok-
kelompok ini umumnya memiliki sumber
daya yang lebih sedikit dan kapasitas yang
lebih rendah untuk beradaptasi dengan
dampak buruk perubahan iklim,
menjadikannya lebih  rentan terhadap

efeknya. Ketidaksetaraan ini menimbulkan

kekhawatiran besar mengenai keadilan
sosial, karena mereka yang paling sedikit
menyumbang emisi gas rumah kaca—sering
kali adalah populasi termiskin—merupakan
kelompok yang paling menderita akibat
konsekuensi terkait iklim (Levy & Patz,
2015). Di Indonesia, hubungan antara
perubahan iklim dan HAM semakin penting
dalam konteks komitmen negara terhadap
Perjanjian Paris (UNFCCC, 2015). Ini
menjadi tantangan yang harus dihadapi
secara holistik dan terintegrasi.

Saat ini, kebijakan pemerintah tampak
bertentangan dengan komitmen yang
tertuang dalam Konvensi Paris untuk
mengurangi perubahan iklim (UNFCCC,
2015). Tindakan pemerintah selama satu
tahun terakhir, seperti yang terungkap dalam
pidato kenegaraan Presiden pada Agustus
tahun lalu, serta penekanan pada hilirisasi
nikel, menunjukkan kurangnya pemahaman
dalam mengelola potensi negara dengan cara
yang berkelanjutan (Alexander, 2023).
Keberpihakan Presiden terhadap agenda
hilirisasi nikel menyoroti ketidakpedulian
terhadap krisis ekologis dan iklim yang
semakin mendalam.

Fokus yang intens pada hilirisasi nikel
ini telah menyebabkan dampak lingkungan
dan sosial yang merugikan. Contoh nyata dari

dampak negatif ini dapat dilihat pada proyek-
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proyek seperti Indonesia Morowali Industrial
Park dan tambang nikel Harita Group di
berbagai wilayah. Data dari Walhi
mengungkapkan dampak merusak hilirisasi
nikel terhadap lanskap alam di Sulawesi
Tengah dan Tenggara, Sulawesi Selatan,
serta Maluku Utara (Alexander, 2023).

Langkah pemerintah ini menunjukkan
bahwa prioritas dalam pengembangan
ekonomi tidak sejalan dengan tujuan
pengurangan emisi yang diamanatkan oleh
Konvensi Paris. Alih-alih berfokus pada
mitigasi perubahan iklim dan perlindungan
lingkungan, kebijakan ini lebih menekankan
pada pemanfaatan sumber daya alam secara
intensif, tanpa memperhatikan dampak
jangka panjang terhadap ekosistem dan hak
masyarakat lokal (Bangun, 2024). Hal ini
mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk
menyesuaikan kebijakan agar lebih selaras
dengan prinsip-prinsip keadilan iklim dan
keberlanjutan yang diatur dalam Konvensi
Paris.

Untuk memastikan keselarasan dengan
komitmen global dan menghindari dampak
lingkungan yang merugikan, penting bagi
pemerintah untuk merevisi kebijakan yang
ada dan mengintegrasikan pendekatan yang
lebih  berkelanjutan dan adil dalam
industri.

perencanaan  ekonomi  dan

Pendekatan ini harus mempertimbangkan

hak-hak masyarakat, perlindungan hutan, dan

upaya mitigasi perubahan iklim sebagai

prioritas utama dalam mencapai
pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai negara dengan

keanekaragaman hayati yang luar biasa dan
sumber daya alam yang melimpah, Indonesia
menghadapi dilema besar antara melanjutkan
pembangunan ekonomi yang berbasis
ekstraksi sumber daya alam dan menjaga
kelestarian lingkungan serta memenuhi hak
asasi manusia. Pada satu sisi, hilirisasi nikel
dipromosikan  sebagai  jalan = menuju
peningkatan nilai tambah ekonomi; di sisi
lain, eksploitasi yang berlebihan dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan yang
mengancam hak-hak dasar masyarakat,
termasuk hak atas lingkungan yang bersih,
hak atas air, dan hak-hak masyarakat adat
atas tanah mereka (Calzadilla, 2018).
Mengingat hal ini, penting bagi Indonesia
untuk meninjau kembali arah kebijakan
iklimnya  dengan = mempertimbangkan
keadilan iklim sebagai landasan utama.
Lebih jauh, pengintegrasian hak asasi
manusia dalam SDM bukan hanya soal
memenuhi kewajiban hukum atau moral; ini
juga merupakan langkah penting dalam
mewujudkan keadilan iklim (Bangun, 2024).
Pendekatan ini memastikan bahwa aksi-aksi

iklim yang diambil sejalan dengan prinsip
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keadilan dan kesetaraan, di mana manfaat
dari proyek-proyek iklim dibagikan secara
adil dan hak-hak komunitas terdampak
dijunjung tinggi. Ini penting, mengingat
banyaknya proyek CDM di masa lalu yang
justru menimbulkan pelanggaran hak asasi
manusia, terutama terhadap komunitas lokal
dan masyarakat adat (Calzadilla, 2018).
Proyek-proyek ini seringkali mengorbankan
mata pencaharian penduduk miskin dan
rentan, yang memiliki sedikit kekuatan dalam
proses pengambilan keputusan. Selain itu,
beberapa proyek CDM, seperti proyek
hidroelektrik, telah menyebabkan kerusakan
lingkungan yang signifikan, yang kemudian
memperburuk masalah sosial dan ekonomi
yang ada di komunitas terdampak
(Calzadilla, 2018).

Makalah ini  berpendapat bahwa
integrasi keadilan iklim dalam kebijakan
iklim nasional Indonesia, yang melibatkan
perlindungan hak asasi manusia dan
penguatan hak-hak masyarakat adat, adalah
kunci untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan yang sejati. Meski sudah ada
penelitian yang membahas hubungan antara
perubahan iklim dan hak asasi manusia,
hanya sedikit yang secara  spesifik
mengeksplorasi ~ bagaimana  kebijakan
nasional di negara berkembang, seperti

Indonesia, dapat menciptakan konflik antara

pembangunan ekonomi dan perlindungan
HAM. Studi sebelumnya cenderung berfokus
pada aspek teknis mitigasi perubahan iklim
tanpa  mempertimbangkan  dampaknya
terhadap  kelompok  rentan, seperti
masyarakat adat dan komunitas lokal yang
terdampak  langsung oleh  kebijakan
ekstraktif. Selain itu, analisis terhadap
mekanisme pembangunan berkelanjutan,
seperti SDM, sering kali kurang menyoroti
bagaimana prinsip keadilan iklim dapat
diintegrasikan ke dalam konteks kebijakan
domestik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengisi gap tersebut dengan
memberikan analisis kritis terhadap dampak
kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia
terhadap hak asasi manusia dan keadilan
iklim. Selain itu, penelitian ini menawarkan
rekomendasi berbasis keadilan iklim yang
dapat digunakan untuk menyelaraskan
kebijakan = pembangunan  berkelanjutan
dengan prinsip HAM dan kesetaraan sosial.
Indonesia perlu mengalihkan fokusnya dari
hilirisasi nikel yang merusak lingkungan ke
aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan,
seperti hilirisasi komoditas pertanian, yang
sesuai dengan potensi negara sebagai negara
tropis yang kaya akan keanekaragaman

hayati.
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TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan antara perubahan iklim dan
hak asasi manusia telah menjadi topik yang
semakin penting dalam literatur akademik.
Schapper (2018) mencatat bahwa perubahan
iklim mempengaruhi HAM secara langsung
dan tidak langsung, mulai dari hak untuk
hidup, hak atas kesehatan, hingga hak atas
tempat tinggal yang layak. Perjanjian Paris
sendiri, sebagai kerangka kerja global,
mengakui  pentingnya mengintegrasikan
HAM ke dalam kebijakan iklim. Penekanan
ini terlihat dalam preambule Perjanjian Paris
yang menegaskan bahwa aksi iklim harus
dilakukan dengan memperhatikan hak asasi
manusia, termasuk hak masyarakat adat
(UNFCCC, 2015).

Penelitian oleh Goodhart (1969)
menyoroti bagaimana pelanggaran HAM
sering kali terjadi di negara-negara yang
berusaha  mempercepat  pembangunan
ekonomi tanpa memperhatikan dampak
lingkungan. Hal ini relevan dengan konteks
Indonesia, di mana tekanan untuk
mengembangkan industri ekstraktif seperti
nikel sering kali mengabaikan hak-hak
masyarakat lokal dan lingkungan hidup.
Keadilan iklim, sebagaimana dijelaskan oleh
Schlosberg (2013), menuntut redistribusi
risikko dan manfaat dari perubahan iklim

secara lebih adil, yang mencakup

perlindungan kelompok-kelompok rentan
yang paling terdampak.

Meskipun terdapat kesepakatan luas
mengenai  pentingnya mengintegrasikan
HAM dalam kebijakan iklim,
implementasinya di lapangan sering kali
menimbulkan kontroversi. Di Indonesia,
misalnya, meskipun pemerintah telah
menyatakan komitmen terhadap Perjanjian
Paris, fokus pada  hilirisasi  nikel
menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan
antara tujuan ekonomi dan perlindungan
lingkungan serta HAM. Banyak pihak yang
berpendapat bahwa kebijakan ini tidak
sejalan dengan prinsip keadilan iklim karena
cenderung mengorbankan hak-hak
masyarakat adat dan kelompok rentan
lainnya (Schapper, A. (2018).

Selain itu, yang telah berlaku yaitu
Clean Development Mechanism (CDM)
dirancang sebagai alat utama untuk
membantu  negara-negara  berkembang
memenuhi target pengurangan emisi mereka
melalui  proyek yang berbiaya-efektif.
Namun, keberhasilannya sering kali
dipertanyakan karena fokus yang cenderung
lebih besar pada efisiensi pengurangan emisi
daripada dampak sosial dan lingkungan yang
berkelanjutan. Sebagai contoh, penelitian
oleh Olsen dan Fenhann (2008) menunjukkan

bahwa meskipun banyak proyek CDM
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berhasil mengurangi emisi, hanya sedikit

yang memberikan kontribusi signifikan

terhadap  pembangunan  berkelanjutan,
terutama  dalam  hal = pemberdayaan
masyarakat  lokal dan  perlindungan

ekosistem. Kritik terhadap CDM juga
mencakup kurangnya partisipasi komunitas
lokal dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan proyek, yang sering kali
berujung pada konflik kepentingan dan
marginalisasi kelompok rentan.

Sebaliknya, Sustainable Development
Mechanism (SDM) menawarkan kerangka
kerja  yang lebih  inklusif dengan
mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi
manusia dan pembangunan berkelanjutan ke
dalam setiap tahap proyek. Penelitian oleh
Calzadilla (2018) menyoroti bahwa SDM
menekankan pada partisipasi komunitas
lokal, transparansi, dan akuntabilitas sebagai
elemen kunci dalam mendukung
keberlanjutan jangka panjang. Sebagai
contoh, proyek energi terbarukan berbasis
komunitas di India yang menggunakan
pendekatan SDM tidak hanya berhasil dalam
mengurangi emisi tetapi juga meningkatkan
akses listrik di  wilayah  pedesaan,
menciptakan peluang kerja, dan memperkuat

kapasitas lokal. Pendekatan ini menunjukkan

bahwa SDM mampu mengatasi banyak

kelemahan yang ada dalam CDM dengan
memberikan manfaat yang lebih holistik.

Meskipun  SDM  terlihat  lebih
menjanjikan dalam mengintegrasikan elemen
pembangunan berkelanjutan, narasi ini dapat
lebih kritis dengan menyoroti tantangan
implementasinya. Misalnya, pendekatan
berbasis komunitas yang disebutkan dalam
proyek energi terbarukan di  India
memerlukan dukungan institusional yang
kuat dan konsistensi kebijakan. Tanpa ini,
SDM juga rentan terhadap kegagalan,
terutama dalam konteks negara berkembang
dengan kapasitas kelembagaan yang lemabh.

Perlu disoroti juga bagaimana baik
CDM maupun SDM beroperasi dalam
kerangka ketimpangan global. CDM sering
kali dikritik karena cenderung mendukung
agenda  negara-negara maju  dengan
merugikan  negara-negara  berkembang.
Dalam hal ini, SDM harus diukur
keberhasilannya dalam mengurangi
ketimpangan tersebut, bukan hanya dalam
memenuhi target pembangunan
berkelanjutan.

Keterkaitan antara hak asasi manusia
dan perubahan iklim telah mendapatkan
perhatian yang meningkat selama dekade
terakhir dan saat ini tidak dapat
diperdebatkan lagi. Berbagai publikasi

akademis telah menekankan hubungan erat
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antara hak asasi manusia dan perubahan
iklim (Schapper and Lederer, 2014). Di
tingkat internasional, berbagai organ dalam
sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
juga telah mengakui hubungan ini melalui
berbagai resolusi dan laporan. Misalnya,
pada tahun 2008, Human Rights Council
(HRC) mengadopsi resolusi pertamanya
tentang hak asasi manusia dan perubahan
iklim. Adopsi resolusi ini terjadi setelah dua
peristiwa kunci yang telah memicu dialog
internasional tentang implikasi hak asasi
manusia dari perubahan iklim dalam
beberapa tahun sebelumnya: sebuah petisi
yang diajukan oleh Konferensi Inuit
Circumpolar kepada Komisi Hak Asasi
Manusia  Inter-Amerika  pada  bulan
Desember 2005 terhadap Amerika Serikat
yang menetapkan keterkaitan kritis antara
perubahan iklim dan hak asasi manusia, dan
adopsi Deklarasi Malé tentang Dimensi Hak
Asasi Manusia dari Perubahan Iklim Global
pada tahun 2007 (Calzadilla, 2018). Dengan
demikian, untuk pertama kalinya dalam
sebuah resolusi resmi PBB, Dewan mengakui
bahwa perubahan iklim "menimbulkan
ancaman langsung dan jauh jangkauannya
bagi orang-orang dan komunitas di seluruh
dunia dan memiliki implikasi  bagi
pemenuhan penuh hak asasi manusia"

((UNFCCC, 2015).

Sejak  saat itu, HRC  telah
mengeluarkan lima resolusi lainnya yang
mencatat dan menekankan, antara lain,
implikasi  perubahan  iklim  terhadap
pemenuhan hak asasi manusia secara efektif,
terutama bagi orang-orang yang paling
rentan; potensi kewajiban, standar, dan
prinsip hak asasi manusia  untuk
menginformasikan dan memperkuat
pembuatan kebijakan internasional dan
nasional di bidang perubahan iklim;
pentingnya menangani dampak perubahan
iklim yang berkaitan dengan kewajiban hak
asasi manusia negara dan meningkatkan
dialog serta kerja sama internasional dalam
hal ini; kebutuhan untuk terus menangani
konsekuensi buruk dari perubahan iklim dan
memfasilitasi interaksi antara komunitas hak
asasi manusia dan perubahan iklim untuk
membangun kapasitas dalam memberikan
respons perubahan iklim yang efektif; serta,
yang lebih baru, urgensi bagi negara untuk
mengintegrasikan hak asasi manusia dalam
upaya terkait perubahan iklim. (Calzadilla,
2018).

Kesepakatan Paris melampaui jargon
hukum; ini adalah janji kolektif di panggung
global untuk menghadapi tantangan
mendesak perubahan iklim (Bangun, 2024).
Pada intinya, kesepakatan ini memiliki misi

sederhana namun berani: menjaga kenaikan
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suhu global di bawah 2 derajat Celsius,
dengan target yang lebih ambisius yaitu 1,5
derajat  Celsius, untuk  menghindari
konsekuensi serius dari perubahan iklim yang
tidak terkendali (Bangun, 2024). Namun, ini
bukan hanya tentang tujuan yang tinggi; ini
adalah seruan untuk tindakan individu. Setiap
negara, melalui Kontribusi yang Ditentukan
Secara Nasional (NDC), menetapkan target
dan rencana sendiri untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca, menyesuaikan upaya dengan
kekuatannya masing-masing. Komitmen ini
tidak berhenti di situ — negara-negara harus
terus memperbaiki dan meningkatkan
rencana-rencana ini.
Kesepakatan Paris mengakui
keterkaitan antara perubahan iklim, hak asasi
manusia, dan keadilan iklim dengan
menekankan  pentingnya  menghormati,
mempromosikan, dan mempertimbangkan
hak asasi manusia dalam konteks tindakan
iklim (UNFCCC, 2015). Kesepakatan Paris
bukan hanya pakta iklim; ini adalah deklarasi
berani bahwa tindakan iklim harus berjalan
seiring dengan hak asasi manusia.
Kesepakatan ini mengakui kebutuhan akan
transist yang adil bagi pekerja dan
menciptakan pekerjaan yang layak sesuai
dengan tujuan pembangunan masing-masing
negara. Ini berarti upaya iklim tidak boleh

merugikan pekerjaan dan hak-hak pekerja.

Selanjutnya, kesepakatan ini mendorong
negara-negara untuk mempertimbangkan
kewajiban hak asasi manusia mereka ketika
menangani perubahan iklim — seperti hak atas
kehidupan, kesehatan, dan lingkungan yang
aman. Kesepakatan ini menyadari bahwa
perubahan iklim mempengaruhi kelompok-
kelompok tertentu lebih keras, seperti
perempuan, masyarakat adat, komunitas
lokal, dan populasi rentan. Ini bukan hanya
sekadar lip service; ini mendorong kita untuk
melindungi hak-hak mereka dan melibatkan
mereka dalam keputusan iklim. Selain itu,
kesepakatan ini menyoroti pentingnya
adaptasi  terhadap  perubahan  iklim,
memastikan komunitas rentan mendapatkan
dukungan yang mereka butuhkan. Oleh
karena itu, kita semua harus terlibat,
mempromosikan partisipasi publik,
kesadaran, dan akses ke informasi — karena
melawan perubahan iklim adalah upaya
kolektif.

Di Indonesia, kerangka keadilan iklim
dan hak asasi manusia merupakan landasan
penting dalam mewujudkan pembangunan
berkelanjutan.  Perlindungan lingkungan
melalui amanat keadilan iklim dari Konvensi
Paris menekankan pentingnya melibatkan
dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Indonesia, dengan keragaman etnis dan

kekayaan alamnya, menghadapi tantangan
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besar dalam perubahan iklim yang
berdampak langsung pada hak asasi manusia,
terutama bagi komunitas adat yang sering
kali berada di garis depan kerentanan iklim.
Oleh karena itu, implementasi kebijakan
yang mendukung pembangunan
berkelanjutan ~ harus  sejalan  dengan
perlindungan hak-hak dasar ini, memastikan
bahwa setiap langkah mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim mempertimbangkan
kesejahteraan dan hak asasi masyarakat adat.
Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat
ketahanan komunitas tetapi juga mendukung
tujuan pembangunan berkelanjutan yang
lebih inklusif dan berkeadilan.
Prinsip-prinsip  utama  Indigenous
Environmental Justice (IEJ) memainkan
peran  penting  dalam  merumuskan
pendekatan yang adil dan inklusif terhadap
isu lingkungan dan perubahan iklim. Prinsip
pertama adalah berlandaskan Filosofi Adat,
ketika IEJ harus berakar pada ontologi dan
epistemologi adat, yang mencerminkan
konsep keadilan yang berbeda dari
pandangan Barat (McGregor et al., 2020). Ini
berarti mengakui bahwa Bumi adalah entitas
hidup yang memiliki tanggung jawab timbal
balik dengan manusia. Filosofi ini
menekankan

pentingnya menjaga

keseimbangan antara manusia dan alam.

Prinsip  kedua IEJ  mencakup
pemahaman yang lebih luas tentang keadilan
yang mencakup semua makhluk dan entitas
dalam ciptaan, bukan hanya manusia.
Perspektif ini menekankan keterhubungan
semua kehidupan dan pentingnya menjaga
keseimbangan dalam hubungan dengan dunia
alam (McGregor et al., 2020). Hal ini
menunjukkan bahwa  kerusakan pada
lingkungan tidak hanya mempengaruhi
manusia tetapi juga semua makhluk hidup
lainnya.

Prinsip ketiga adalah dekolonisasi yang
sangat penting untuk mencapai masa depan
yang  berkelanjutan. Ini  melibatkan
penanganan ketidakadilan kolonial yang
historis dan yang masih berlangsung yang
terus mempengaruhi  komunitas  adat
(McGregor et al., 2020). Dekolonisasi berarti
mengakui  dan  memperbaiki  dampak
kolonialisme  yang  merusak, serta
memulihkan hak-hak dan tanah masyarakat
adat.

Prinsip keempat adalah pengakuan
sistem pengetahuan adat dianggap vital untuk
ketahanan  dan  keberlanjutan  dalam
menghadapi perubahan iklim. Pengetahuan
adat yang telah teruji oleh waktu
menawarkan solusi yang berkelanjutan dan

adaptif terhadap perubahan iklim, dan oleh

karena itu harus dihargai dan dimanfaatkan

106



dalam pembuatan kebijakan (McGregor et
al., 2020).

Implementasi kebijakan pembangunan
berkelanjutan di Indonesia harus
memperhatikan dan menghormati hak-hak
masyarakat adat. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa setiap langkah mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim tidak hanya
melindungi  lingkungan  tetapi  juga
menghormati dan memperkuat hak-hak dasar
komunitas adat. Dengan pendekatan ini,
ketahanan komunitas dapat diperkuat dan
tujuan pembangunan berkelanjutan yang
lebih inklusif dan berkeadilan dapat dicapai.
Di Indonesia, integrasi prinsip-prinsip ini ke
dalam kebijakan nasional sangat penting
untuk memastikan bahwa perubahan iklim
ditangani dengan cara yang adil dan inklusif,
serta bahwa hak-hak masyarakat adat
dilindungi dan dipromosikan dalam setiap
aspek pembangunan berkelanjutan.

Meskipun ada banyak penelitian
tentang dampak perubahan iklim terhadap
HAM, masih kurang eksplorasi mengenai
bagaimana kebijakan ekonomi ekstraktif,
seperti hilirisasi nikel, berdampak pada
keadilan iklim di Indonesia. Selain itu, masih
ada kesenjangan dalam penelitian tentang
bagaimana pengetahuan lokal dan praktik
tradisional

masyarakat ~ adat  dapat

diintegrasikan ke dalam kebijakan iklim

nasional untuk mencapai keadilan iklim.
Kurangnya fokus pada ini dalam kebijakan
nasional menunjukkan perlunya studi yang
lebih mendalam dan komprehensif.
METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengeksplorasi bagaimana Indonesia dapat
mengintegrasikan keadilan iklim ke dalam
kebijakan nasionalnya, dengan fokus khusus
pada perlindungan hak asasi manusia dan
hak-hak masyarakat adat. Integrasi keadilan
iklim dalam kebijakan iklim nasional
Indonesia, yang melibatkan perlindungan hak
asasi manusia dan penguatan hak-hak
masyarakat adat, adalah kunci untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan yang
sejati. Selain itu, penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji bagaimana pendekatan ini
dapat diterapkan dalam konteks hilirisasi
komoditas yang lebih  berkelanjutan,
mengalihkan fokus dari hilirisasi nikel yang
merusak lingkungan ke aktivitas ekonomi
yang lebih berkelanjutan, seperti hilirisasi
komoditas pertanian, yang sesuai dengan
potensi Indonesia sebagai negara tropis yang
kaya akan keanekaragaman hayati.

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yang mengandalkan
analisis literatur dan data sekunder untuk
mengeksplorasi hubungan antara kebijakan

iklim, hak asasi manusia, dan keadilan iklim
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di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena

memungkinkan eksplorasi mendalam
terhadap isu-isu yang kompleks dan saling
terkait, serta memungkinkan penilaian kritis
terhadap kebijakan yang ada.

Data dikumpulkan dari berbagai
sumber, termasuk jurnal akademik, laporan
dari organisasi non-pemerintah (NGO), dan
publikasi pemerintah. Fokus utama adalah
pada studi kasus di Indonesia dan negara-
negara lain yang menghadapi tantangan
serupa dalam mengintegrasikan keadilan
iklim ke dalam kebijakan mereka. Studi ini
juga mengkaji literatur tentang dampak
hilirisasi nikel di Indonesia, serta peran
masyarakat adat dalam mitigasi perubahan
iklim.

Analisis dilakukan dengan
menggunakan metode analisis isi, yang
memungkinkan identifikasi tema-tema utama
yang relevan dengan topik penelitian. Data
dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana
kebijakan iklim di Indonesia mempengaruhi
hak asasi manusia, khususnya dalam konteks
hilirisasi nikel, dan bagaimana pendekatan
yang lebih berkelanjutan dapat diadopsi.
Analisis ini juga mencakup perbandingan
dengan negara lain seperti Vietnam, untuk

memahami implikasi fokus pada potensi

ekonomi berkelanjutan.

Pendekatan kualitatif dipilih karena

memungkinkan penilaian mendalam
terhadap isu-isu yang kompleks dan saling
terkait seperti keadilan iklim dan hak asasi
manusia. Penggunaan data  sekunder
dianggap tepat mengingat luasnya literatur
yang tersedia dan relevansi data yang
dikumpulkan terhadap penelitian ini. Dengan
pendekatan ini, penelitian ini  dapat
memberikan wawasan yang lebih kaya dan
mendalam mengenai cara Indonesia dapat
mengintegrasikan keadilan iklim ke dalam
kebijakan nasionalnya.

Penelitian ini  diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan
dalam perumusan kebijakan iklim nasional
yang lebih adil dan berkelanjutan, serta
menginspirasi  langkah-langkah  konkrit
untuk perlindungan lingkungan dan hak asasi
manusia di Indonesia.

PEMBAHASAN
Dampak Lingkungan Kebijakan Hilirisasi
Nikel

Laporan Global Critical Minerals
Outlook 2024  menunjukkan  bahwa
implementasi  teknologi energi ramah
lingkungan di tingkat global telah mengalami
pertumbuhan yang signifikan. Sebagai
ilustrasi, kapasitas pemasangan Solar PV
meningkat sebesar 85% antara tahun 2021

hingga 2023, sementara sektor kendaraan
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listrik juga mencatat pertumbuhan yang
konsisten, dengan jumlah mobil listrik
meningkat sebesar 60% pada tahun 2023
(IEA, 2024). Pertumbuhan ini menunjukkan
pergeseran global menuju penggunaan energi
terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

Di Indonesia, situasi ini tercermin
dalam peningkatan signifikan pada produksi
nikel, yang menjadi salah satu komponen
penting dalam teknologi energi hijau seperti
baterai kendaraan listrik. Data menunjukkan
bahwa produksi nikel nasional meningkat
dari 32 juta ton pada tahun 2020 menjadi
proyeksi sebesar 71,4 juta ton pada tahun
2024, yang berarti peningkatan hampir 120%
dalam kurun waktu empat tahun (WALHI,
2024). Tren ini didorong oleh permintaan
global yang meningkat untuk mineral kritis
yang diperlukan dalam transisi energi hijau.
Namun, peningkatan produksi ini memiliki
implikasi sosial, lingkungan, dan ekonomi
yang kompleks yang memerlukan perhatian
mendalam.

Kebijakan  hilirisasi  nikel  yang
diterapkan oleh pemerintah Indonesia
bertujuan untuk mendorong industrialisasi
dan transformasi struktural, serupa dengan
yang dilakukan oleh Jepang dan Korea
Selatan (Tang, 1998; Rodrik, 2013; Choi &
Levchenko, 2021). Melalui kebijakan ini,

pemerintah berusaha meningkatkan nilai

tambah, investasi, PDB, ekspor, dan
penciptaan lapangan kerja. Signifikansi
kebijakan ini semakin meningkat setelah
diberlakukannya Undang-Undang Mineral
dan Batubara pada tahun 2009 (Desdiani et
al., 2023), yang memprioritaskan
transformasi sumber daya mineral menjadi
aktivitas  bernilai  tambah.  Meskipun
pembatasan ekspor mineral mentah sempat
dilonggarkan, revisi besar yang diterapkan
melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020
mengarahkan kembali fokus pada kebijakan
hilirisasi, yang menekankan pentingnya
meningkatkan nilai tambah produk tambang
sebelum diekspor (Lahadalia et al., 2024).
Kebijakan hilirisasi nikel memang
telah memberikan dampak positif terhadap
perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Pada tingkat nasional, kebijakan ini
menyebabkan peningkatan signifikan dalam
nilai ekspor (Lahadalia et al., 2024). Ekspor
produk turunan nikel meningkat dari USD
3,3 miliar pada tahun 2017 menjadi USD
33,8 miliar pada tahun 2022, pertumbuhan
yang  signifikan  yang  memberikan
pemerintah pusat akses lebih besar terhadap
mata uang asing (Lahadalia et al., 2024).
Selain itu, hilirisasi nikel juga menarik
investasi asing langsung (FDI) ke daerah-

daerah kaya nikel seperti Morowali dan
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Halmahera Tengah, yang mencapai hampir
USD 8 miliar (Lahadalia et al., 2024).
Namun demikian, meskipun kebijakan
hilirisasi ini membawa dampak positif, hasil
yang dirasakan oleh komunitas lokal dan
pemerintah daerah tidak sepenuhnya adil dan
berkelanjutan. Kebijakan hilirisasi nikel yang
dipelopori oleh pemerintah dan perusahaan
swasta sering kali mengakibatkan kerusakan
lingkungan yang serius serta pelanggaran hak
masyarakat  lokal. = Perusahaan  dan
pemerintah sering kali memiliki peran
signifikan dalam mendorong terjadinya
kerusakan lingkungan baik secara lokal
maupun global (White, 2005). Eksploitasi
sumber daya alam, seperti hutan, mineral,
dan  energi fosil, dilakukan tanpa
mempertimbangkan  konsekuensi  jangka
panjang terhadap lingkungan (Patel, 2010).
Green Criminology mengkategorikan
program hilirisasi tambang nikel sebagai
bagian dari kejahatan lingkungan (Rynaldi et
al., 2024). Berdasarkan hasil survei publik,
program hilirisasi tambang nikel yang
dipelopori oleh pihak swasta dan pemerintah
berdampak buruk pada ekosistem, kesehatan
masyarakat, memicu terjadinya pelanggaran
HAM, ancaman terhadap mata pencaharian
masyarakat lokal, serta mengurangi sumber
daya alam yang tersedia (Rynaldi et al.,
2024). Surdin (2022) membuktikan bahwa

tambang nikel sering kali melibatkan
perubahan signifikan pada lingkungan alami,
termasuk deforestasi, pencemaran air, dan
gangguan terhadap habitat satwa liar.
Penggunaan bahan kimia dalam proses
ekstraksi dan pemurnian juga dapat memiliki
efek jangka panjang terhadap kualitas tanah
dan air (Rynaldi et al., 2024). Selain itu,
kegiatan pertambangan dan pemrosesan nikel
dapat melepaskan debu dan bahan kimia
berbahaya ke udara, yang  dapat
mengakibatkan masalah pernapasan,
gangguan kulit, dan bahkan penyakit lebih
serius bagi masyarakat setempat (Rynaldi et
al., 2024).

Proyek pertambangan besar seringkali
terkait dengan pelanggaran HAM, termasuk
penggusuran paksa, pengabaian hak-hak
masyarakat lokal, dan ketidakadilan dalam
distribusi manfaat ekonomi (Brisman, 2019;
Goyes, 2019; Sollund, 2019). Laporan
Climate  Rights International  (2024)
menunjukkan bahwa perusahaan-
perusahaan, berkoordinasi dengan kepolisian
dan militer, telah menyerobot lahan,
memaksa, serta mengintimidasi penduduk
dan masyarakat adat, yang menghadapi
ancaman serius terhadap cara hidup
tradisional mereka. Eksploitasi intensif ini

dapat mengakibatkan degradasi lahan,

penggundulan hutan, pencemaran air dan
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udara, serta kehilangan biodiversitas (White,
2021). Masyarakat adat berulang kali
mengaku tidak diberitahu tentang tujuan
pembebasan lahan atau rincian lain dari
proyek tersebut oleh perusahaan
pertambangan atau peleburan nikel. Hilirisasi
tambang nikel juga dapat mengancam mata
pencaharian tradisional seperti pertanian dan
perikanan karena perubahan lingkungan dan
kompetisi atas sumber daya alam.
Eksploitasi intensif yang mengurangi
sumber daya alam yang tersedia tidak hanya
mempengaruhi generasi saat ini tetapi juga
generasi  mendatang.  Masyarakat  di
Halmahera Tengah dan Timur telah lama
bergantung pada sumber daya alam sebagai
nelayan tradisional, petani, pembuat sagu,
dan pemburu (Rynaldi et al., 2024). Namun,
industri nikel, akuisisi lahan pertanian,
degradasi sumber air bersih, dan kerusakan
sumber perikanan telah  mengancam
keberlanjutan gaya hidup tradisional mereka
(Rynaldi et al., 2024). Industri nikel, dengan
eksploitasi yang luas terhadap hutan, telah
menyebabkan perusakan lingkungan yang
parah. Hutan yang rusak tidak hanya
mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi
juga  mengurangi mata  pencaharian
tradisional seperti berburu dan

mengumpulkan hasil hutan (Crook, 2018)

Lebih jauh lagi, salah satu dampak utama dari
peningkatan  produksi  nikel  adalah
munculnya kawasan industri seperti PT
Huabao Industrial Park (PT IHIP) di
Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten
Morowali. Kawasan ini memberikan dampak
signifikan bagi masyarakat lokal, terutama
terkait dengan penurunan kualitas kesehatan
(WALHI, 2024). Berdasarkan data Dinas
Kesehatan Kabupaten Morowali, kasus
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
meningkat sebesar 45% pada tahun 2023
dibandingkan dengan tahun 2020 (Djailani,
2024.. Hal ini disebabkan oleh emisi dari
aktivitas industri yang tidak terkendali,
termasuk polusi udara dari pembakaran batu
bara pada PLTU captive yang masih
digunakan oleh kawasan industri tersebut.
Selain itu, konflik agraria telah menjadi
fenomena yang mencolok di sekitar kawasan
industri nikel ini. Data dari Konsorsium
Pembaruan  Agraria (KPA) mencatat
setidaknya 15 kasus konflik agraria terkait
industri nikel di Kabupaten Morowali dalam
periode 2022 hingga 2024 (Konsorsium
Pembaruan Agraria, 2024). Salah satu kasus
yang paling mencolok terjadi di Desa
Ambunu, di mana lahan masyarakat seluas 14
hektare, yang sebagian besar ditanami sawit,
digusur secara paksa pada malam hari tanpa

pemberitahuan kepada pemiliknya (WALHI,
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2024). Selain itu, jalan desa yang merupakan
akses utama warga menuju kebun kini telah
diambil alih dan digunakan sebagai jalan
hauling perusahaan (WALHI, 2024). Situasi
ini tidak hanya merugikan masyarakat secara
material tetapi juga menciptakan ketegangan
sosial yang tinggi.

Peningkatan perlawanan masyarakat
terhadap pelanggaran hak-hak mereka telah
direspons oleh perusahaan dengan berbagai
cara yang represif. Sepanjang tahun 2023,
setidaknya 12 kasus kriminalisasi warga
tercatat, di mana mereka yang dianggap
sebagai pelopor perlawanan menghadapi
tuntutan hukum (WALHI, 2024). Sebagai
contoh, tiga warga Desa Ambunu dilaporkan
ke pihak berwajib dengan tuduhan
pencemaran nama baik setelah mereka
mengajukan protes atas penggusuran tanah
mereka (WALHI, 2024). Tindakan ini tidak
hanya bertujuan untuk membungkam suara
masyarakat tetapi juga menciptakan efek jera
bagi komunitas lainnya yang berpotensi
melakukan perlawanan.

Penting untuk memperluas analisis
dampak sosial dari hilirisasi nikel dengan
menyertakan data kuantitatif dan kualitatif
tambahan. Misalnya, diperlukan data lebih
rinci terkait perubahan tingkat kesehatan
masyarakat, pengurangan pendapatan rumah

tangga lokal, serta intensitas dan penyebab

konflik agraria. Hal ini akan memberikan
dasar yang lebih kuat bagi pembuat kebijakan
untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil
dan berkelanjutan. Selain itu, analisis yang
lebih  komprehensif dapat membantu
memastikan bahwa pembangunan industri
nikel tidak hanya menguntungkan sektor
tertentu tetapi juga memberikan manfaat bagi
masyarakat lokal secara luas.

Secara keseluruhan, kebijakan
hilirisasi  nikel di  Indonesia  telah
menunjukkan beberapa dampak ekonomi
yang positif, tetapi juga telah menimbulkan
banyak masalah lingkungan dan sosial yang
serius. Degradasi lingkungan, pelanggaran
hak asasi manusia, penggusuran masyarakat
adat, kerusakan pada sumber mata
pencaharian lokal, dan dampak kesehatan
pada komunitas sekitar adalah beberapa
dampak negatif utama. Selain itu,
ketergantungan pada sumber daya tak
terbarukan, fluktuasi harga nikel di pasar
global, dan risiko ekonomi jangka panjang
juga merupakan tantangan signifikan yang
harus dihadapi.
Studi kasus di Area Indonesia Timur
1. Dampak Lingkungan Penambangan

Nikel di Indonesia Timur

Studi kasus yang disajikan dalam
artikel ini berfokus pada kerusakan

lingkungan ~ yang  disebabkan  oleh
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penambangan nikel di Kolaka, Indonesia.
Studi ini menyoroti dampak-dampak spesifik
seperti  deforestasi, erosi tanah, dan
pencemaran air (Agussalim, et al., 2023).
Operasi penambangan sering terjadi di area
ekologi yang sensitif, menyebabkan
gangguan signifikan pada ekosistem lokal
(Agussalim, et al., 2023). Contohnya, data
dari Walhi menunjukkan bahwa hilirisasi
nikel di wilayah Sulawesi Tengah dan
Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku
Utara telah menyebabkan degradasi lahan,
pencemaran laut, penghancuran pulau-pulau
kecil, serta gangguan ekosistem di
Kepulauan Konawe (Alexander, 2023).
Peningkatan aktivitas penambangan ini
juga berdampak pada deforestasi di Sulawesi
Selatan. Berdasarkan pemantauan hingga
September 2021, enam  perusahaan
beroperasi di Sulawesi Selatan, dengan tiga
perusahaan besar yang menambang di hutan
Luwu Timur: PT Vale Indonesia Tbk, PT
Prima Utama Lestari, dan PT Citra Lampia
Mandiri. Luas konsesi ketiga perusahaan ini
mencapai 74.253,4 hektar, yang sebelumnya
merupakan habitat flora dan fauna serta area
resapan air (Naryono, 2023). Studi spasial
menunjukkan bahwa deforestasi akibat

kegiatan ini telah mencapai 4.752,87 hektar,

dan aktivitas ini terus meningkat, terutama di

Pegunungan Verbeck, Sulawesi Selatan
(Naryono, 2023).
2. Dampak Sosial dan Partisipasi

Komunitas Lokal

Komunitas lokal sering kali menjadi
pihak yang paling dirugikan oleh kerusakan
lingkungan akibat penambangan. Di Kolaka,
masyarakat yang bergantung pada sumber
daya alam untuk mata pencaharian mereka
menghadapi  tantangan  besar  akibat
deforestasi dan pencemaran. Selain itu,
masyarakat Desa Tole di sekitar Danau
Mahalona menyaksikan secara langsung
sedimentasi dari bekas tambang PT Vale
Indonesia yang masuk ke danau, terutama

saat hujan deras atau ketika pintu dam

(Naryono, 2023).

(Pl

"pete'a dibuka
Pendangkalan danau ini telah mengganggu
ekosistem lokal dan mata pencaharian
masyarakat setempat.

Meskipun dampaknya sangat
signifikan, masyarakat lokal sering kali
kurang memiliki perwakilan yang memadai
dalam pengambilan keputusan terkait
kegiatan penambangan (Agussalim, et al.,
2023). Hal ini mencerminkan perlunya
pendekatan yang lebih inklusif dalam tata
kelola sumber daya alam. Salah satu tuntutan
utama masyarakat adalah peninjauan kembali

izin usaha pertambangan PT Vale Indonesia

dan pengurangan konsesi di area yang
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langsung berhubungan dengan tiga danau
purba di Sulawesi Selatan: Danau Matano,
Danau Mahalona, dan Danau Towuti
(Naryono, 2023).

Selain di Indonesia Timur, sebenarnya
ada contoh lain yang mungkin bisa dijadikan
pelajaran,  salah  satunya  penerapan
CDMsebagian besar terjadi di sektor
kehutanan, energi, dan limbah. Namun,
proyek-proyek CDM di Indonesia sering kali
menghadapi tantangan besar, terutama terkait
perizinan, konflik lahan, dan minimnya
partisipasi masyarakat lokal. Salah satu
contoh nyata adalah proyek Reducing
Emissions from Deforestation and Forest
Degradation (REDD+) di Kalimantan
Tengah yang semula dirancang sebagai
inisiatif CDM. Proyek ini mengalami
hambatan besar karena tumpang tindih klaim
kepemilikan tanah antara masyarakat adat
dan pemerintah, serta ketidakjelasan tata
kelola lahan. Penelitian oleh Luttrell (2014)
mengungkapkan bahwa proyek ini gagal
melibatkan masyarakat adat secara efektif
dalam perencanaan dan implementasi,
sehingga menimbulkan resistensi lokal dan
kurangnya manfaat nyata bagi komunitas
setempat.

3. Dampak Ekonomi dan Ketimpangan

Manfaat

Dari segi ekonomi, keuntungan yang
diperoleh perusahaan seperti PT Vale
Indonesia dari bisnis nikel mereka jauh lebih
besar dibandingkan pajak yang diterima
pemerintah. Sementara itu, masyarakat lokal
dan pemerintah harus menanggung beban
besar dalam bentuk kerusakan lingkungan
dan biaya restorasi di masa depan (Naryono,
2023). Situasi ini menciptakan ketimpangan
manfaat, di mana keuntungan ekonomi lebih
banyak dirasakan oleh perusahaan, sementara
dampak negatifnya  ditanggung oleh
masyarakat lokal.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa
dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari
aktivitas penambangan nikel di Indonesia
Timur sangat kompleks. Kerusakan
lingkungan seperti deforestasi, pencemaran
air, dan pendangkalan danau berdampak
langsung pada ekosistem dan kehidupan
masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan
pendekatan terpadu yang
mempertimbangkan dimensi lingkungan,
sosial, dan ekonomi. Reformasi dalam tata
kelola sumber daya alam, dengan
memperhatikan partisipasi masyarakat dan
distribusi manfaat yang lebih adil, menjadi
langkah

penting untuk mencapai

keberlanjutan.
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Revitalisasi Kebijakan: Mengintegrasikan
Peran Masyarakat Adat dan Perdagangan
Rempah dalam Pembangunan
Berkelanjutan

Masyarakat adat memegang peran
kunci dalam konservasi hutan dan
keanekaragaman hayati di Indonesia. Hutan
yang dikelola oleh masyarakat adat seringkali
memiliki tingkat deforestasi yang lebih
rendah dibandingkan dengan hutan yang
tidak dikelola oleh mereka. Penelitian oleh
World  Resources  Institute (WRI)
menunjukkan bahwa tingkat deforestasi
tahunan di hutan adat di Bolivia, Brasil, dan
Kolombia dari tahun 2000-2012 adalah dua
hingga tiga kali lebih rendah dibandingkan
dengan hutan yang tidak dikelola oleh
masyarakat adat (Bangun, 2024). Ini
menunjukkan bahwa masyarakat adat secara
efektif menjaga hutan, yang merupakan
habitat penting bagi flora dan fauna, serta
berfungsi sebagai penyangga lingkungan dan
penyerap karbon yang penting.

Pengetahuan tradisional yang dimiliki
oleh masyarakat adat tentang pengelolaan
sumber daya alam sangat berharga dalam
upaya konservasi lingkungan. Teknik-teknik
seperti agroforestri, rotasi tanaman, dan
praktik pertanian berkelanjutan yang telah
lama digunakan oleh masyarakat adat dapat

diintegrasikan ke  dalam  kebijakan

pengelolaan sumber daya alam nasional
(Marta, 2021). Penggunaan pengetahuan
tradisional ini tidak hanya membantu
menjaga keseimbangan ekosistem tetapi juga
memberikan solusi berkelanjutan untuk
pengelolaan tanah dan air.

Masyarakat adat memainkan peran
penting dalam pengurangan emisi karbon
melalui pelestarian hutan. Hutan-hutan yang
dikelola oleh masyarakat adat menyerap
karbon dioksida dari atmosfer, sehingga
membantu mengurangi dampak perubahan
iklim. Menurut WRI, hutan-hutan adat di
dunia menyimpan sekitar 20,1% karbon
hutan tropis global (Bangun, 2024). Dengan
demikian, pelestarian hutan adat adalah
strategi yang efektif dan ekonomis untuk
mitigasi perubahan iklim.

Hutan berfungsi sebagai penyerap
karbon alami yang sangat efisien. Pelestarian
hutan oleh masyarakat adat membantu
menjaga kapasitas ini, yang sangat penting
dalam upaya global untuk mengurangi emisi
karbon (Veit, 2021). Pemerintah dapat
mendukung  pelestarian  ini  dengan
memberikan perlindungan hukum terhadap
hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka
dan memastikan bahwa mereka terlibat
dalam proses pengambilan keputusan terkait

pengelolaan hutan (Marta, 2021).
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Praktik pertanian berkelanjutan yang
diterapkan oleh masyarakat adat, seperti
rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik,
dan teknik pengendalian hama alami, dapat
diadopsi  secara  lebih  luas  untuk
meningkatkan keberlanjutan sektor pertanian
di Indonesia (Veit, 2021). Pendekatan ini
tidak hanya membantu mengurangi dampak
lingkungan dari pertanian tetapi juga
meningkatkan  ketahanan pangan dan
kesejahteraan masyarakat adat.

Pengetahuan adat tentang hutan dan
keanekaragaman hayati dapat digunakan
untuk  pelestarian  hutan. = Misalnya,
masyarakat adat memiliki metode tradisional
untuk mengidentifikasi dan melestarikan
spesies tumbuhan dan hewan yang langka
atau terancam punah. Mengintegrasikan
pengetahuan ini ke dalam program
pelestarian hutan dapat meningkatkan
efektivitas upaya pelestarian dan membantu
melindungi keanekaragaman hayati yang
unik (Marta, 2021).

Restorasi  ekosistem yang rusak
merupakan salah satu upaya penting dalam
mitigasi perubahan iklim. Masyarakat adat
memiliki pengetahuan dan pengalaman
dalam memulihkan lahan yang terdegradasi
melalui berbagai teknik tradisional (Veit,
2021). Mendukung upaya restorasi yang
dipimpin oleh masyarakat adat dapat

membantu mengembalikan fungsi ekosistem,
meningkatkan  kapasitas  penyimpanan
karbon, dan memulihkan keanekaragaman
hayati (Marta, 2021).

Studi dan penelitian internasional telah
secara konsisten menunjukkan bahwa
masyarakat adat dan komunitas lokal adalah
penjaga hutan yang sangat efektif. Hutan
yang dikelola oleh masyarakat adat
cenderung memiliki tingkat deforestasi yang
lebih rendah dibandingkan dengan hutan
yang dikelola oleh pihak lain (Veit, 2021).
Misalnya, penelitian oleh WRI menemukan
bahwa dari tahun 2000 hingga 2012, tingkat
deforestasi tahunan rata-rata di hutan adat di
Bolivia, Brasil, dan Kolombia dua hingga
tiga kali lebih rendah dibandingkan dengan
area hutan serupa yang tidak dikelola oleh
masyarakat adat (Veit, 2021). Selain itu,
banyak wilayah adat mampu mencegah
deforestasi dengan efektivitas yang setara,
bahkan lebih tinggi daripada taman nasional
dan cagar alam yang dilindungi sepenuhnya
(Veit, 2021).

Lebih lanjut, penelitian terbaru
menunjukkan bahwa setidaknya 36% dari
"hutan utuh" di dunia—yaitu kawasan hutan
alami yang besar dan tidak terfragmentasi—
berada dalam wilayah adat dan dikelola lebih
baik dibandingkan wilayah non-adat (Veit,

2021). Hutan utuh ini memainkan peran
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penting dalam menyerap karbon, serta
melindungi keanekaragaman hayati,
mengatur pasokan air, dan menyediakan
berbagai jasa ekosistem yang esensial bagi
mata pencaharian lokal dan kesejahteraan
masyarakat luas (Veit, 2021).

Pengakuan hukum atas hak tanah dan
sistem tenurial tradisional masyarakat adat
juga berkontribusi pada pengelolaan hutan
yang lebih baik. Dengan mendapatkan
pengakuan hukum dan sertifikat tanah resmi,
masyarakat adat memperoleh kepastian
hukum yang mendorong mereka untuk
berinvestasi dalam pengelolaan tanah
mereka. Sebuah penelitian menunjukkan
bahwa wilayah adat di Amazon Brasil yang
memiliki hak tanah yang kuat mengalami
penurunan signifikan dalam deforestasi
antara tahun 1982 hingga 2016, efek yang
tidak terlihat di wilayah adat yang tidak
memiliki hak kepemilikan penuh (Veit,
2021).

Hutan yang dikelola dengan baik oleh
masyarakat adat juga menyimpan sejumlah
besar karbon. Dalam kurun waktu 2001
hingga 2019, hutan dunia menyerap sekitar
dua kali lipat lebih banyak karbon dioksida
daripada yang mereka keluarkan,
menciptakan  “penyerap karbon” yang

menyerap sekitar 7,6 miliar metrik ton CO2

per tahun (Veit, 2021). Di Amazon,

misalnya, tanah adat memiliki kepadatan
karbon yang lebih tinggi per hektar
dibandingkan area non-adat, karena vegetasi
di wilayah tersebut berada dalam kondisi
yang lebih baik (Veit, 2021).

Dari perspektif ekonomi, manfaat yang
dihasilkan dari perlindungan wilayah adat
jauh melebihi biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah untuk mengamankan hak tanah
masyarakat adat. Penelitian menunjukkan
bahwa manfaat ekonomi total dari wilayah
adat selama 20 tahun dapat mencapai
miliaran dolar, sementara biaya pemerintah
untuk mengamankan hak-hak ini hanya
sekitar 1% dari total manfaat yang dihasilkan
(Veit, 2021).

Dengan demikian, melindungi hak
masyarakat adat tidak hanya penting untuk
menjaga kelestarian hutan dan mengurangi
emisi karbon, tetapi juga merupakan
pendekatan yang hemat biaya dalam mitigasi
perubahan iklim. Di saat yang sama,
perlindungan ini memastikan hak asasi
manusia masyarakat adat terpenuhi, yang
pada gilirannya memperkuat posisi mereka
sebagai penjaga lingkungan yang sangat
diperlukan. Hal ini memberikan justifikasi
yang kuat bagi pemerintah  untuk
memperkuat kebijakan perlindungan hak

masyarakat adat sebagai bagian integral dari
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strategi  perlindungan lingkungan dan
pengurangan emisi karbon.

Dengan mengakui dan mendukung
peran masyarakat adat, Indonesia dapat
meningkatkan efektivitas upaya mitigasi
perubahan iklim dan mempromosikan
pembangunan berkelanjutan. Selain itu,
fokus pada dagang rempah sebagai alternatif
berkelanjutan dapat memberikan keuntungan
ekonomi yang signifikan sambil menjaga
kelestarian lingkungan. Potensi Indonesia
dalam tanaman rempah seperti cengkeh,
kopi, dan pala dapat dimanfaatkan secara
optimal, menciptakan peluang ekonomi yang
baru bagi masyarakat adat dan meningkatkan
kesejahteraan mereka. Dengan demikian,
kebijakan yang mengintegrasikan
perlindungan hak-hak masyarakat adat dan
fokus pada sektor pertanian berkelanjutan
dapat menjadi solusi yang efektif dan
berkelanjutan untuk tantangan perubahan
iklim dan pembangunan ekonomi di
Indonesia.

Meskipun ada dorongan kuat untuk
hilirisasi  nikel, pemerintah  Indonesia
seharusnya lebih memanfaatkan kekayaan
alam tropis kita dan memprioritaskan
hilirisasi komoditas pertanian. Misalnya,
Indonesia memiliki lebih dari 30 varietas
kopi, namun ekonomi kita masih didominasi

oleh negara-negara lain seperti Singapura dan

Vietnam (Bangun, 2024). Potensi sejati kita
sebenarnya terletak pada tanaman seperti
cengkeh, kopi, pala, dan komoditas lainnya,
ketika tanaman-tanaman ini berkembang,
lingkungan pun ikut terjaga (Bangun, 2024).
Sudah saatnya kita mengalihkan fokus dari
dampak merusak yang ditimbulkan oleh
sektor pertambangan dan mineral terhadap
ekonomi negara tropis. Dengan merangkul
potensi besar dari kekayaan alam agrikultur
kita, kita

tidak hanya mendorong

pertumbuhan  ekonomi  tetapi  juga
memastikan keberlanjutan dan kelestarian
lingkungan yang lebih baik (Bangun, 2024).
Indonesia memiliki potensi besar
dalam perdagangan rempah dunia, mengingat
statusnya sebagai negara tropis dengan
berbagai jenis rempah yang berkualitas
tinggi. Dari tahun 2002 hingga 2016, negara-
negara mitra dagang utama Indonesia dalam
perdagangan rempah meliputi Amerika
Serikat, Vietnam, India, Belanda, Singapura,
Prancis,

Jerman, Jepang,

Tiongkok, Arab Saudi, Kanada, Italia,

Malaysia,

Pakistan, Korea Selatan, Bangladesh, Brasil,
Thailand, Uni Emirat Arab, dan Turki
(Anggrasari & Mulyo, 2019). Negara-negara
ini menyumbang 91,40% dari total ekspor
rempah Indonesia (Anggrasari and Mulyo,
2019). Berdasarkan analisis GLI,

perdagangan rempah Indonesia di pasar
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internasional dan di antara mitra dagang
utama sebagian besar bersifat antar-industri,
dengan nilai GLI cenderung meningkat.
Indonesia mendominasi perdagangan rempah
dengan mitra dagang utamanya,
menghasilkan  surplus  dalam  neraca
perdagangan kecuali dengan Tiongkok
(Anggrasari and Mulyo, 2019). Sementara
itu, perdagangan rempah Indonesia dengan
Tiongkok dan India bersifat intra-industri,
menunjukkan adanya perdagangan dua arah
yang aktif (Anggrasari and Mulyo, 2019).
Meskipun Indonesia memiliki potensi
besar  dalam  perdagangan  rempah,
pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal
melalui kebijakan yang strategis. Untuk
mengatasi hal ini, pemerintah dapat
mendorong hilirisasi industri rempah dengan
mengembangkan sektor pengolahan yang
menghasilkan produk bernilai tambah tinggi,
seperti minyak esensial, ekstrak rempah, dan
produk premium untuk kosmetik dan
farmasi. Sebagai contoh, Maluku Utara yang
dikenal sebagai “The Spicy Land” dapat
menjadi model pengembangan dengan
melibatkan UMKM dan koperasi untuk
memproduksi minyak atsiri dan bubuk pala
berkualitas ekspor. Selain itu, peningkatan
infrastruktur logistik di wilayah penghasil

rempah seperti Sulawesi, Sumatra, dan

Maluku menjadi krusial untuk mempercepat

distribusi produk. Pemerintah juga dapat
memperluas pasar ekspor melalui perjanjian
perdagangan bebas, seperti kesepakatan
dengan Uni Emirat Arab yang membuka
peluang ekspor rempah senilai USD 150 juta
pada tahun 2023 (KEMENDAG, 2014). Di
sisi lain, peningkatan kualitas produk melalui
sertifikasi internasional, seperti program
"Indonesia  Spice Certification," dapat
membantu petani memenuhi standar global,
misalnya petani lada di Lampung yang
memperoleh sertifikasi Fair Trade untuk
meningkatkan daya saing di pasar Eropa.
Lebih jauh, pemberdayaan petani dan
komunitas lokal menjadi elemen penting
melalui  pelatihan  teknologi  pertanian
berkelanjutan, penyediaan akses permodalan,
dan pembentukan koperasi. Contohnya
adalah  program khusus dari Badan
Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di
Sulawesi Utara, yang melibatkan 5.000
petani dalam praktik pertanian ramah
lingkungan dan teknik pascapanen efisien
(Turang, 2023). Pemerintah juga dapat
meningkatkan promosi dan branding rempah
Indonesia melalui kampanye "Indonesia
Spice Up The World" yang memperkenalkan
produk unggulan di pameran internasional
seperti Gulfood di Dubai dan SIAL di Paris,
sekaligus memanfaatkan media digital untuk

menjangkau konsumen global. Kebijakan ini
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dapat  diintegrasikan  dengan  sektor

pariwisata melalui pengembangan
agrowisata berbasis rempah, seperti "Rute
Rempah" di Maluku dan Sulawesi Selatan,
yang tidak hanya menarik wisatawan tetapi
juga mempromosikan produk lokal. Festival
rempah tahunan dapat menjadi ajang
kolaborasi budaya dan perdagangan,
memperkuat posisi  Indonesia  sebagai
pemimpin global dalam perdagangan rempah
sekaligus ~ menciptakan =~ pembangunan
berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil
berbagai langkah untuk memperkuat dan
meningkatkan ekspor rempah di pasar
internasional. Salah satu langkah yang dapat
dilakukan adalah dengan mengembangkan
intelijen  pasar, yaitu strategi untuk
memperoleh  informasi  tentang  pasar
komoditas rempah melalui pengumpulan
data dan analisis pasar sesuai kondisi saat ini
(Anggrasari and Mulyo, 2019). Selain itu,
peran atase perdagangan dalam diplomasi
rempah perlu ditingkatkan, serta
penyelenggaraan pameran dan sosialisasi
produk rempah Indonesia di negara-negara
mitra dan potensial seperti Vietnam,
Tiongkok, India, dan Brasil (Anggrasari and
Mulyo, 2019).

Selain itu, hilirisasi komoditas rempah

dan produk pertanian lainnya menawarkan

peluang untuk meningkatkan daya saing
Indonesia di pasar global. Rempah-rempah
seperti cengkeh, pala, dan kopi tidak hanya
memiliki nilai ekonomi yang tinggi tetapi
juga memiliki permintaan yang terus
meningkat di pasar internasional (Anggrasari
and Mulyo, 2019). Dengan mengembangkan
industri pengolahan dan ekspor yang kuat,
Indonesia dapat menambah nilai pada
komoditas ini dan mengurangi
ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Ini akan membuka lapangan kerja baru,
meningkatkan kesejahteraan petani lokal, dan

memperkuat

(Anggrasari and Mulyo, 2019).

perekonomian pedesaan

Selain aspek ekonomi, pergeseran ke
hilirisasi rempah juga membawa manfaat
lingkungan yang signifikan. Rempah-rempah
adalah tanaman yang ramah lingkungan dan
dapat tumbuh subur di bawah naungan hutan
tropis, sehingga  mendukung  upaya
konservasi hutan dan keanekaragaman
hayati. Hal ini kontras dengan kegiatan
pertambangan yang sering kali merusak
ekosistem dan menyebabkan degradasi
lingkungan  (Bangun, 2024). Dengan
memprioritaskan hilirisasi rempah, Indonesia
dapat menjadi pemimpin dalam pertanian
berkelanjutan dan perdagangan yang adil,

sekaligus memberikan kontribusi nyata

terhadap mitigasi perubahan iklim.
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Di dalam negeri, Indonesia perlu
meningkatkan  kuantitas dan  kualitas
komoditas rempah untuk  memenuhi
permintaan domestik dan mengurangi impor.
Survey untuk mengetahui  preferensi
konsumen sangat penting agar produsen
rempah  Indonesia  dapat  memenuhi
permintaan pasar dalam negeri. Dengan
demikian, penguatan sektor rempah tidak
hanya akan meningkatkan perekonomian
nasional tetapi juga akan menjaga
keseimbangan ekosistem dan
memberdayakan masyarakat lokal.

Apa yang terjadi pada ekonomi
Vietnam ketika mereka fokus pada
berhasil

potensinya:  Vietnam  telah

memfokuskan ekonominya pada
pengembangan sektor pertanian, khususnya
kopi dan beras, yang telah mengangkat jutaan
orang keluar dari kemiskinan dan menjadikan
negara ini sebagai salah satu eksportir
terbesar di dunia. Fokus ini juga membantu
Vietnam dalam mencapai beberapa tujuan
pembangunan  berkelanjutan,  termasuk
peningkatan  kesejahteraan  sosial dan
pengurangan kemiskinan (Nguyen & Vo,
2020). Namun, keberhasilan ini juga
menghadirkan  tantangan baru, seperti
degradasi lingkungan dan ketergantungan
pada komoditas tertentu, yang menuntut

adanya kebijakan berkelanjutan dan adil yang

mengintegrasikan keadilan iklim. Secara
keseluruhan, Implementasi kebijakan ini
dapat membantu Indonesia mengoptimalkan
potensi rempah sebagai salah satu pilar
ekonomi  yang  berkelanjutan.  Selain
meningkatkan pendapatan nasional, hilirisasi
komoditas rempah juga dapat mendukung
pelestarian lingkungan dengan mendorong
praktik  pertanian  berkelanjutan  dan
mengurangi ketergantungan pada sektor
pertambangan yang merusak ekosistem.
Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat
memperkuat posisinya sebagai pemimpin
global dalam perdagangan rempah sekaligus
mencapai tujuan pembangunan yang inklusif

dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Tulisan ini menguraikan pentingnya
pergeseran strategi ekonomi Indonesia dari
hilirisasi nikel yang merusak lingkungan
menuju pemanfaatan potensi besar rempah
sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan.
Kebijakan hilirisasi nikel telah menunjukkan
dampak negatif yang signifikan terhadap
lingkungan dan masyarakat, termasuk
deforestasi, pencemaran, pelanggaran hak
asasi manusia, dan ancaman terhadap mata
pencaharian lokal. Kasus studi di Kolaka dan
beberapa daerah di Indonesia Timur
mengungkapkan

bagaimana kegiatan
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pertambangan nikel telah merusak ekosistem,
menyebabkan kerusakan hutan yang parah,
dan mengancam keberlanjutan sumber daya
alam serta kesehatan komunitas sekitar.
Sebagai alternatif yang lebih ramah
lingkungan dan berkelanjutan, pemanfaatan
potensi rempah Indonesia menawarkan solusi
yang menjanjikan. Dengan statusnya sebagai
negara tropis yang kaya akan rempah,
Indonesia memiliki peluang besar untuk
memimpin pasar global. Data menunjukkan
bahwa perdagangan rempah Indonesia
dengan mitra dagang utama telah
memberikan surplus neraca perdagangan dan
potensi ekonomi yang signifikan. Namun,
untuk memanfaatkan potensi ini secara
maksimal, diperlukan upaya peningkatan
kualitas dan kuantitas produk rempah,
pengembangan intelijen pasar, dan promosi
yang lebih agresif di pasar internasional.
Melibatkan masyarakat adat dalam
strategi ini juga merupakan langkah penting.
Masyarakat adat memainkan peran sentral
dalam pelestarian hutan dan keanekaragaman
hayati, serta  memiliki  pengetahuan
tradisional yang berharga dalam pengelolaan
sumber daya alam. Melindungi hak-hak
masyarakat adat dan  memanfaatkan

pengetahuan mereka dapat membantu

Indonesia mengurangi emisi karbon, menjaga

ekosistem, dan mendukung praktik pertanian
berkelanjutan. Selain itu, pengakuan dan
perlindungan terhadap hak masyarakat adat
sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan iklim
dan hak asasi manusia, yang menempatkan
tanggung jawab terhadap lingkungan dalam
kerangka hak-hak fundamental.

Secara keseluruhan, pergeseran fokus
dari hilirisasi nikel ke perdagangan rempah
tidak hanya memberikan manfaat ekonomi
yang substansial tetapi juga mendukung
keberlanjutan  lingkungan dan  sosial.
Indonesia memiliki kesempatan untuk
mengintegrasikan hak-hak masyarakat adat
dalam kebijakan iklim dan pengelolaan
sumber daya, sehingga dapat menjadi contoh
global dalam  pembangunan  yang
berkelanjutan dan inklusif. Dengan kebijakan
yang tepat dan komitmen terhadap
perlindungan lingkungan serta
pemberdayaan masyarakat lokal, Indonesia
dapat menciptakan masa depan yang lebih
adil dan berkelanjutan bagi generasi
mendatang. Keberhasilan dalam strategi ini
juga dapat memperkuat posisi Indonesia
dalam memitigasi perubahan iklim, sekaligus
menunjukkan kepemimpinan yang
bertanggung jawab di panggung
internasional, sesuai dengan komitmen dalam

Konvensi Paris.
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